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ABSTRAK 
 

Nama:  Karimuddin,  NIM:  181120097, Judul Skripsi:  
Konstitusionalitas Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Terhadap 
Pengalihan Status pegawai Non ASN Menjadi ASN (Analisis 
Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021).  

 
Korupsi merupakan bentuk kejahatan modern yang dapat 

mengancam keseimbangan negara dan juga mampu merusak prinsip 
negara dalam menegakan keadilan, kesejahteraan rakyat, penegakan 
hukum bahkan misi agama dalam memperbaiki tatanan kehidupan 
berdasarkan hak dan kewajiban. Pengalihan pegawai di lingkungan 
Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi ASN merupakan hal 
yang  bertolak belakang dengan UU KPK itu sendiri yang terbaru 
terhadap Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 yang mana ini bukan 
kewenangan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan 
adanya proses pengalihan atas campur tangan dari beberapa pihak 
dikhawatirkan akan berubahnya lembaga KPK yang tadinya memiliki 
independensi yang tinggi berubah menjadi dependensi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana 
kewenangan lembaga KPK dalam proses pengalihan status pegawai , 2. 
Apa kewenangan KPK dalam Peraturan KPK Nomor 1 tahun 2021 
dilingkungan lembaga KPK sudah berdasarkan UU KPK Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, memberikan 
gambaran dan membuktikan adanya wewenang lembaga KPK 
berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 melalui Peraturan KPK Nomor 
1 Tahun 2021 terhadap prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi 
PNS melalui beberapa tes dalam menjalankan UU Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif yaitu 
penelitian yang yang bila dilihat bentuknya merupakan kajian 
kepustakaan (library research). Dan sifat dari penelitian ini yaitu 
deskriptif Menggambarkan) dengan menggunakan pendekatan yuridis 
normatif. Sedangkan data primer yang digunakan dari sumber aslinya 
berupa peraturan KPK dan undang-undang KPK. Data sekunder di 
ambil dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan yang telah disusun, 
jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan KPK dan undang-undang KPK.  

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni, bahwa lembaga 
KPK merupakan lembaga independen yang tetap harus dijaga. Dengan 
adanya perubahan-perubahan dalam Undang-Undang KPK maka ini 
dapat merusak independensi lembaga KPK sebagai lembaga 
pemberantas tindak pidana korupsi. Dan dalam materi muatan 
(substansi) yang dirubah dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 1 materi muatan 
yang inskonstitusional yaitu pasal mengenai pengalihan status 
kepegawaian di lingkungan lembaga KPK (Komisi Pemberantasan 
Korupsi). 
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PERSEMBAHAN 

 

 

حِيم حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

ُُّالَْحَمْدُ  الْعّالمَّيْنَُُرَبُ ُلِّلَ   

 
Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah rabbil ‘alamiin karena 

dengan izin  dan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Shalawat beriring salam tetap tercurahkan kepada penghulu ummat dan 

pengemban amanat, baginda Nabi Muhammad SAW.  kepada 

Keluarganya, Sahabatnya dan seluruh ummatnya hingga akhir zaman.  

Setiap rangkai  kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk orang tua 

tercinta Abah Armain dan Mamak Siti Patimah, untuk kakak-kakakku 

serta keluarga yang senantiasa mendoakan penulis untuk menggapai 

harapan dan cita-cita 

 

 

كثيراُخيراُاللهُجزاكم  
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MOTTO 

 

ى اهَْلِهاَۙ وَاِذَا حَكَمْتمُْ بيَْهَ الىَّاسِ انَْ تحَْكُمُىْا 
ٰٓ تِ الِه ىه وا الْْمَه َ يأَمُْرُكُمْ انَْ تؤَُدُّ اِنَّ اّللّه

َ كَانَ سَمِيْعًاۢ بصَِيْرًا  ا يعَِظُكُمْ بهِٖ ۗ اِنَّ اّللّه َ وعِِمَّ ٨٥ -باِلْعَدْلِ ۗ اِنَّ اّللّه  

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, 

Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, 

Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa (4) :58) 
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